




A. Latar Belakang Masalah  
     Hukum ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan 
tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan 
sesudah hubungan kerja. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan meliputi 
Pekerja/Buruh, Pengusaha, Organisasi Pekerja/Buruh, Organisasi Pengusaha dan 
Pemerintah/Penguasa. Dalam hukum ketenagakerjaan terdapat istilah hubungan 
kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam 
hubungan kerja tersebut unsur upah merupakan hal yang sangat krusial bahkan 
dapat dikatakan bahwa upah merupakan tujuan utama dari seseorang 
pekerja/buruh bekerja baik pada orang perorangan maupun badan hukum.   
     Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan memberikan definisi tentang upah yaitu merupakan hak 
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 
dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya 
atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan.1 Maka dapat 
dikatakan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang harus dipenuhi oleh 
pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan 
oleh pekerja/buruh tersebut. Upah sering kali merupakan satu-satunya bekal bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya untuk melangsungkan kehidupannya. 
Keberlangsungan hidup pekerja/buruh tergantung pada upah yang mereka terima 
selama mereka bekerja. Maka untuk menjamin keberlangsungan hidup 
pekerja/buruh diperlukan campur tangan dari pemerintah. Campur tangan 
pemerintah dapat berupa pembuatan kebijakan-kebijakan tentang upah yang akan 
menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi setiap warga negara. Jaminan hukum 
                                                          
1 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, ctk. Duabelas, PT RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2014, hlm. 234. 
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atas upah layak sesungguhnya sudah kita miliki yaitu dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar NRI Tahun 1945 serta dalam pasal-pasalnya. Pada Pembukaan 
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, jaminan kehidupan yang layak terdapat 
pada aline ke empat yang merupakan tujuan negara diantaranya adalah keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan dalam pasal-pasal Undang-
Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 D ayat (2) 
bahwa setiap orang berhak mendapatkan upah dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan.  
     Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak asasi manusia. 
Setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Hak asasi 
manusia telah diakui dunia dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia PBB, pada tanggal 10 Desember 1945. Sebelum adanya deklarasi 
tersebut Indonesia telah terlebih dahulu memberikan pengakuan terhadap Hak 
Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dengan 
masuknya hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan yang ada di 
Indonesia menunjukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang 
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan yang secara 
khusus mengatur tentang hak asasi manusia adalah Undang-Undang RI No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apabila dikaitkan dengan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan, Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang penghidupan yang layak yaitu dalam 
pasal 11, bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk 
tumbuh dan berkembang secara layak. 
     Jaminan adanya kehidupan yang layak merupakan tugas pemerintah untuk 
mewujudkannya secara nyata, salah satu wujud nyata campur tangan pemerintah 
tersebut adalah menetapkan kebijakan-kebijakan dalam hal pengupahan. Campur 
tangan pemerintah  tersebut merupakan salah satu contoh bahwa negara Indonesia 
menganut konsep negara kesejahteraan. Ciri utama negara kesejahteraan adalah 
munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi 
warganya. Konsep negara kesejahteraan berhubungan erat dengan konsep negara 
hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 
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1945 serta paham negara hukum materiil sesuai dengan aline keempat Pembukaan 
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dengan demikian maka pemerintah 
dituntut untuk aktif dalam kehidupan ekonomi sosial masyarakat, sebagai langkah 
untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan 
keamanan.  
     Jaminan kehidupan yang layak yang berkaitan dengan pekerja/buruh diatur 
secara khusus dalam Undang-undang Ketenagakerjaan salah satunya tentang 
penghasilan yang layak. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan menjelasakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak 
memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. Untuk melindungi hak pekerja/buruh tersebut maka pemerintah 
menetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan yang tertuang dalam pasal 88 ayat 
(3) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi: 
1. Upah minimum; 
2. Upah kerja lembur; 
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
6. Bentuk dan cara pembayaran upah; 
7. Denda dan potongan upah; 
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 
10. Upah untuk pembayaran pesangon; 
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.  
     Kebijakan pemerintah dibidang pengupahan di latar belakangi oleh 
permasalahan pengupahan yang selalu muncul yang dipicu terjadinya konflik 
kepentingan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Bagi pengusaha, upah 
dipandang sebagai beban karena semakin besar upah yang dibayarkan kepada 
pekerja/buruh, maka semakin kecil proporsi keuntungan bagi pengusaha. Segala 
sesuatu yang dikeluarkan oleh pengusaha sehubungan dengan mempekerjakan 
seseorang dipandang sebagai komponen upah baik berupa uang tunai, tunjangan, 
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kesehatan, pembayaran upah waktu libur, cuti dan sakit serta fasislitas lainnya. 
Sedangkan pada pihak lain, pekerja/buruh dan keluarganya biasanya menganggap 
upah hanya sebagai apa yang diterimanya dalam bentuk uang (take-home pay). 
Pada kenyataannya sedikit pengusaha yang secara sadar dan sukarela terus 
menerus berusaha meningkatkan penghidupan pekerja/buruh, terutama 
pekerja/buruh golongan paling rendah. Pada pihak lain, pekerja/buruh melalui 
serikat pekerja/serikat buruh dengan mengundang campur tangan pemerintah 
selalu menuntut kenaikan upah dan perbaikan tunjangan (fringe benefits). Apabila 
tuntutan tersebut tidak disertai dengan peningkatan produktivitas kerja akan 
mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan 
menurunkan produksi, menggunakan teknologi yang lebih padat modal dan/atau 
menaikkan harga jual barang yang kemudian mendorong inflasi.  
     Masalah lainnya dalam pengupahan adalah rendahnya upah bagi pekerja/buruh 
bawah, kesenjangan upah terendah dan tertinggi. Rendahnya upah bagi 
pekerja/buruh bawah sangat dirasakan oleh pekerja/buruh, tetapi sulit dideteksi 
oleh pengawas ketenagakerjaan. Bagi pekerja/buruh formal mungkin lebih mudah 
dideteksi, tetapi bagi pekerja/buruh informal akan sulit bila tidak ada laporan dari 
masyarakat atau pekerja/buruh. Dalam hal kesenjangan antara upah terendah 
pekerja/buruh dengan upah tertinggi pimpinan perusahaan telah terjadi di tingkat 
regional maupun tingkat nasional yang dapat memicu kecemburuan sosial. 
Sehingga melalui Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan pasal 88 ayat (3), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan 
yang melindungi pekerja/buruh salah satunya adalah dengan menetapkan upah 
minimum.  
     Sebelum tahun 1999, upah minimum adalah tanggung jawab pemerintah pusat 
yaitu Menteri Tenaga Kerja yang memutuskan upah minimum tiap-tiap daerah di 
seluruh Indonesia. Basisnya adalah Provinsi dan disebut Upah Minimum Regional 
(UMR). Sekarang sejak diberlakukannya Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, kemudian diperbaiki menjadi 
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian 
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diperbaiki lagi menjadi Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka upah minimum menjadi kewenangan daerah 
sepenuhnya.2    
     Standar hidup sebagai dasar penetapan upah minimum telah berganti 3 kali 
selama 40 tahun sejak pertama kali upah minimum diberlakukan. Standar hidup 
atau komponen kebutuhan hidup tersebut meliputi: Kebutuhan Fisik Minimum 
(KFM) yang berlaku tahun 1969-1995, Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang 
berlaku tahun 1996-2005, dan terakhir Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang 
berlaku tahun 2006 hingga saat ini.3 Sedangkan Formula perhitungan Upah 
Minimum sekarang juga telah berganti dengan dikeluarkannya Peraturan 
Pemerintah RI No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah tersebut formula kenaikan upah minimum yang membuat kenaikan 
upah minimum setiap tahunnya menjadi baku adalah peresentase kenaikan upah 
minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Dengan keluarnya 
Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan dapat membentuk iklim investasi dan 
dunia usaha semakin kondusif, serta membuka lebih banyak lapangan kerja. 
Dengan menggunakan formula berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi 
nasional akan memberikan perlindungan sekaligus kepada pekerja/buruh, para 
pencari kerja, dan kepastian bagi dunia usaha. Dengan formula tersebut 
memastikan adanya kenaikan upah bagi pekerja/buruh setiap tahunnya dan 
memberikan kepastian mengenai besarnya kenaikan upah setiap tahunnya. Serta 
pengusaha juga mendapatkan kepastian besaran kenaikan upah setiap tahun 
terukur sifatnya sehingga tidak mengganggu perencanaan keuangan perusahaan. 
Dan lapangan kerja akan terus meningkat seiring adanya kepastian dalam 
berinvestasi dan berusaha.   
                                                          
2 Surya Tjandra, dkk, Advokasi Pengupahan di Daerah (Strategi Serikat Buruh di Era Otonomi 
Daerah), TURC (Trade Union Rights Center), Jakarta, 2007, hlm 11.  
3 Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, Tenaga Kerja (Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial), ctk. 
Pertama, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta Pusat, 2013, hlm. 4. 
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     Kebijakan upah minimum dipandang sebagai instrumen kebijakan yang sesuai 
untuk mencapai kepantasan dalam hubungan kerja, dan memiliki beberapa 
tujuan.4 Kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah digunakan 
sebagai jaring pengaman agar upah yang diterima pekerja/buruh tidak terlalu 
rendah. Kebijakan upah minimum tersebut terdiri dari upah minimum berdasarkan 
wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan upah minimum berdasarkan sektor 
pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Apabila di suatu wilayah terdapat 
upah minimum kabupaten/kota maka ketentuan yang dipakai adalah upah 
minimum kabupaten/kota tersebut sebagai dasar pemberian upah bagi 
pekerja/buruh. Tetapi apabila di suatu wilayah tidak ditetapkan upah minimum 
kabupaten/kota maka ketentuan yang dipakai adalah upah minimum provinsi. 
Besarnya upah minimum kabupaten/kota harus lebih besar dari upah minimum 
provinsi. Apabila di suatu wilayah ditetapkan upah minimum sektoral maka yang 
dipakai adalah upah minimum sektoral.  
     Terkait dengan Upah Minimum, salah satu provinsi yang menetapkan upah 
minimum dari 34 Provinsi di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur 
Jawa Tengah menetapkan upah minimum untuk 35 kabupaten/kota salah satunya 
adalah Kabupaten Boyolali.  
     Kabupaten Boyolali adalah kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten 
Semarang dan Kabupaten Grobogan di utara; Kabupaten Sragen, Kabupaten 
Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta (Solo) di timur; 
Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Selatan; serta Kabupaten 
Magelang dan Kabupaten Semarang di barat. Kabupaten ini termasuk kawasan 
Solo Raya. Pada Kabupetan ini terdapat banyak perindustrian yang dapat 
menampung tenaga kerja yang potensial. Mayoritas industri yang berada di 
wilayah Boyolali adalah bergerak dalam bidang tekstil. Kawasan industri Boyolali 
dirancang untuk industri berbasis Tekstil dan Produk Tekstil terintegrasi, 
termasuk dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan fasilitas pusat 
                                                          
4 Yunus Shamad, Pengupahan Pedoman Bagi Pengelola Sumber Daya Manusia, Bina Sumber 
Daya Manusia, Jakarta , 1992, hlm. 83. 
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pelatihan dan inovasi. Kawasan ini difokuskan untuk industri tekstil (garmen) 
karena keterbatasan air.5 
     Banyaknya industri tekstil (garmen) di Kabupaten Boyolali pasti 
membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Industri tekstil (garmen) biasanya 
berupa usaha-usaha baik formal maupun informal yang mana banyak 
mempekerjakan pekerja/buruh untuk menjalankan usahanya. Industri tekstil yang 
mendominasi di Kabupaten Boyolali adalah usaha-usaha rumahan, seperti usaha 
konveksi. Usaha konveksi merupakan usaha yang mengolah barang setengah jadi 
menjadi barang jadi seperti kemeja, celana, dan lain-lain. Usaha konveksi sama 
dengan usaha garmen yaitu sama-sama merupakan usaha yang bergerak di bidang 
pembuatan barang jadi tekstil, yang membedakan adalah pada usaha konveksi 
dikelola oleh perorangan, dengan jumlah pegawai yang bekerja lebih sedikit dan 
mesin yang digunakan sangat terbatas, dalam pengerjaan suatu produk masih 
dalam skala kecil. Sedangkan usaha garmen bisanya berupa pabrik atau 
perusahaan dengan sistem pengelolaan yang lebih baik, produksi usaha garmen 
dalam skala besar sehingga dalam proses pengerjaan menggunakan pekerja lebih 
banyak. Perkembangan usaha konveksi saat ini memberikan kemudahan kepada 
pemilik usaha garmen dengan menggunakan jasa usaha konveksi dengan 
memberikan pekerjaan atau order mereka sebagian  kepada usaha konveksi.  
     Walaupun pada usaha konveksi jumlah pekerja/buruh yang bekerja lebih 
sedikit dibandingkan pada usaha garmen, tetapi hak pekerja/buruh tersebut harus 
tetap terjamin khususnya mengenai upah. Pekerja/buruh tersebut bekerja dengan 
tujuan untuk mendapatkan upah yang layak untuk menjaga keberlangsungan 
hidup dirinya dan keluarga. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan memberikan jaminan perolehan penghasilan yang layak bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya salah satunya adalah adanya upah minimum. 
Sehingga dengan adanya jaminan upah yang layak tersebut diharapkan upah 
pekerja/buruh dapat terlindungi dan tidak jatuh pada tingkatan yang paling 
rendah. Jaminan upah layak direalisasikan dengan kebijakan pemerintah tentang 
                                                          
5 Wikipedia, Kabupaten Boyolali, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali, diakses 
pada 10 Oktober 2016, jam 20.10 WIB. 
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upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya, maka dengan 
ditetapkannya upah minimum diharapkan upah yang diterima pekerja/buruh 
sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya dan dapat menyejahterakan 
pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan, 
kesejahteraan dapat dilihat dari 3 hal yaitu jumlah dan pemerataan pendapatan, 
pendidikan yang semakin mudah dijangkau, kualitas kesehatan yang semakin 
meningkat dan merata.6 Kesejahteraan dalam pengupahan didefinisikan bahwa 
semua kebutuhan minimum pekerja/buruh dan keluarganya dapat terpenuhi secara 
layak. 
     Selanjutnya untuk dapat merealisasikan kesejahteraan bagi pekerja/buruh 
dalam hal upah yang layak, maka kebijakan upah minimu yang telah ditetapkan 
pemerintah perlu untuk diimplementasikan. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat (1) terdapat larangan pengusaha 
membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan. Sehingga 
tahapan yang krusial dalam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 
Implementasi dari kebijakan tersebut. Implementasi dipandang secara luas 
mempunyai makna pelaksanaan peraturan perundang-undang di mana berbagai 
aktor, organisasi, prosedur dan teknis bekerja bersama-sama untuk menjalankan 
kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-
program.7 Untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai 
dengan tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut maka peneliti melakukan 
penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM 
KABUPATEN BOYOLALI TERHADAP PEKERJA/BURUH PADA 
USAHA KONVEKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”. 
 
                                                          
6 Kompasiana, Indikator Kesejahteraan, http://m.kompasiana.com/icai/indikator-
kesejahteraan_54ff1feda333112e4550f95f, diakses pada 2 November 2016,  jam 14.00 WIB. 
7 Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), ctk. Pertama, CAPS (Center 
of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2013, hlm. 147. 
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B. Perumusan Masalah 
     Permasalahan yang akan diteliti adalah: 
1. Bagaimana implementasi Upah Minimum Kabupaten Boyolali  terhadap 
pekerja/buruh pada usaha konveksi berdasarkan Undang-Undang RI No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?  
2. Apa saja hambatan dan solusi Implementasi Upah Minimum Kabupaten 
Boyolali? 
C. Tujuan Penelitian 
     Sesuai dengan rumusan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui implementasi Upah Minimum Kabupaten Boyolali  
terhadap pekerja/buruh pada usaha konveksi berdasarkan Undang-Undang RI 
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi Implementasi Upah Minimum 
Kabupaten Boyolali. 
D. Manfaat Penelitian 
     Hasil dari penelitian semoga memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun 
manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis  
a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya pada hukum 
kebijakan publik terutama tentang bidang pengupahan yang layak bagi 
pekerja/buruh. 
b. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana 






2. Manfaat Praktis  
a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
referensi kepada pemerintah terhadap pembuatan kebijakan pengupahan 
yang layak bagi pekerja/buruh.  
b. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran dan penjelasan yang nyata tentang implementasi upah minimum 
terhadap pekerja/buruh pada usaha konveksi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
